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ABSTRAK 

 

 

PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PEMBERANTASAN 

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI HASIL 

KORUPSI 

 

AnggyMarcelia 

 

Tindak pidana pencucian uang atau yang lebih dikenal dengan istilah money 

laundering di Indonesia menjadi salah satu permasalahan bangsa yang belum 

terselesaikan. Money laundering merupakan istilah yang sering didengar dari 

berbagai media massa, yang di istilahkan dengan pencucian uang, pemutihan 

uang, pendulangan uang, atau bisa juga pembersihan uang dari hasil transaksi 

gelap (kotor). Terhadap kejahatan ekonomi khususnya kejahatan korupsi sangat 

erat kaitannya dengan dugaan praktik pencucian uang (money laundering), 

dimana dewasa ini praktik-praktik money laundering sangat sering dilakukan 

terhadap uang yang diperoleh dari hasil kejahatan korupsi. Praktik pencucian uang 

(money laundering) adalah salah satu cara untuk melakukan penyamaran atau 

penyembunyian atas hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan. 

Menyadari akan pentingnya penegakan hukum dalam tindak pidana pencucian 

uang, yang berorientasi banyaknya perkara kejahatan korupsi yang berpotensi 

menimbulkan kejahatan tindak pidana pencucian uang. Namun pada praktik 

penegakan hukum di indikasi ada kendala dalam penanganan tindak pidana 

pencucian uang, salah satunya berkaitan dengan pemaknaan unsur tindak pidana 

pencucian uang. Maka dapat diketahui bahwa peran penyidik mempunyai peranan 

yang sangat penting dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 

pencucian uang. 

Penelitian ini membahas 2 (dua) permasalahan, yaitu : (1) Apakah faktor 

penghambat dalam proses penegakan hukum pidana dalam upaya pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari hasil Tindak Pidana Korupsi (2) 

Bagaimana solusi penegakan hukum pidana dalam upaya pemberantasan Tindak 

Pidana Pencucian Uang yang berasal dari hasil Tindak Pidana Korupsi. Penelitian 

ini menggunakan metode empiris yang bersifat deskriptif untuk membahas kedua 

permasalahan dalam pembahasan ini. 

  

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pencucian Uang dan 

Korupsi 
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حِي حْمَنِ الرَّ  بسِْــــــــــــــــــمِ اللهِ الرَّ

 

Assalamualaikum Wr.Wb 

 Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 

hidayaNya, terucap dengan tulus dan ikhlas Alhamdulillahi rabbil ‘alamin tiada 

henti karena dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini. Shalawat teriring salam  

selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah 

membimbing kita kejalan yang benar. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang 

“PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PEMBERANTASAN 

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI HASIL 

TINDAK PIDANA KORUPSI”, dapat terselesaikan secara baik sesuai dengan 

kemampuan penulis. Tidak sedikit hambatan, cobaan dan kesulitan yang ditemui. 

Namun patut disyukuri karena banyak pengalaman yang di dapat dalam penulisan 

skripsi ini. 

 Penulisan skripsi ini dibuat guna memenuhi salah satu syarat memperoleh 

gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini bukanlah tujuan akhir dari proses belajar, 

karena belajar tidak memiliki batasan waktu dan wajib dilakukan hingga akhir 

hayat. 

 Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta 

dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tindak Pidana Pencucian uang sebagai suatu kejahatan mempunyai 

ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal 

tetapi kejahatan ganda. Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri 

karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan 

cara intergrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak 

pidana lain yang mendahuluinya (predicate crime). Tindak pidana asal di 

dalam tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengenai hasil tindak 

pidana, adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana ada 26 

macam. 

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menyebutkan 

bahwa untuk dapat dilakukan penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan 

di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib 

dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Hal ini berbeda dengan 

bunyi pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang mengatakan, 

untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib 

membuktikan bahwa Harta Kekayaan bukan merupakan hasil tindak 

pidana.1 

 
1 Andrian Sutedi, 2008, Tindak Pidana Pencucian Uang, Bandung, Citra Aditya Bakti, 

hlm. 182 
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Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengatur, 

dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta 

kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan 

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Kemudian 

dalam ayat (2) terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan yang 

terkaitdengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan 

alat bukti yang cukup.2 

Pada tindak pidana pencucian uang yang utama dikejar adalah uang 

atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan dengan beberapa 

alasan. Pertama, bila mengejar pelakunya lebih sulit dan berisiko. Kedua, 

bila dibandingkan dengan mengejar pelaku maka akan lebih mudah 

dengan mengejar hasil dari kejahatan. Ketiga, hasil kejahatan merupakan 

darah yang menghidupi tindak pidana itu sendiri. Bila hasil kejahayan itu 

dikejar dan disita untuk negara dengan sendirinya akan mengurangi 

kejahatan pencucian uang.3 

Korupsi akhir-akhir ini semakin ramai diperbincangkan, baik di 

media cetak, elektronik maupun dalam seminar-seminar, lokarya, diskusi, 

dan sebagainya. Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa dan 

Indonesia, karena telah merambah ke seluruh lini kehidupan masyarakat 

yang dilakukan secara sistematis, sehingga memunculkan stigma negatif 

 
2Ibid 
3 Chaerudin, dkk, 2008, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana 

Korupsi, Bandung,  Refika Aditama,  hlm.1 
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bagi Negara dan bangsa Indonesia di dalam pergaulan masyarakat 

Internasional . berbagai cara telah di tempuh untuk pemberantasan korupsi 

bersama dengan semakin canggihnya modus operadi tindak pidana 

korupsi.4 

Harta kekayaan yang didapat dari kejahatan korupsi biasanya oleh 

pelaku baik perseorangan maupun korporasi tidak langsung digunakan 

karena adanya rasa takut maupun terindikasi sebagai kegiatan pencucian 

uang. Untuk itu biasanya para pelaku selalu berupaya untuk 

menyembunyikan asal-usul harta kekayaan tersebut dengan berbagai cara 

antara lain berupaya untuk memasukkannya ke dalam sistem keuangan 

(banking sistem), cara-cara yang ditempuh berupaya menyembunyikan 

atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut dengan maksud 

untuk menghindari upaya pelacakan oleh aparat penegak hukum yang 

biasanya diistilahkan dengan pencucian uang atau yang popular dengan 

sebutan money laundering. Oleh karena itu tindak pidana korupsi dan 

tindak pidana pencucian uang memiliki hubungan yang sangat erat.5 

Undang-Undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 

pencucian uang, dapat mengurangi atau setidaknya membuat para pelaku 

untuk berfikir dua kali dalam melakukan tindak pidana korupsi, karena 

hasil tindak pidana korupsi akan menjadi lebih sulit untuk disimpan atau 

dipergunakan. Aktivitas pencucian uang merupakan suatu perubahan 

mengubah bentuk, mengalihkan memindahkan, menggunakan atau 

 
4Ibid 
5 Bismar Nasution, 2005, Rezim Anti Money Laundring, Bandung, Penerbit Books 

Terrance & Library, hal 1 
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melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari suatu tindak pidana yang 

dapat berupa korupsi, penyuapan, perdagangan narkotika, kejahatan 

kehutanan, kejahatan lingkungan hidup, atau tindak pidana lainnya. Hasil 

tindak pidana tersebut selanjutnya disembunyikan, disamarkan, atau 

dikaburkan asal usulnya, sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai 

uang dari hasil usaha yang sah tanpa terdeteksi bahwa sebenarnya harta 

kekayaan tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal.6 

Latar belakang para pelaku pencucian uang melakukan aksinya 

adalah dengan maksud memindahkan atau menjauhkan para pelaku itu 

dari kejahatan yang menghasilkan procceds of crime, memisahkan 

procceds of crime dari kejahatan yang dilakukan, menikmati hasil 

kejahatan tanpa adanya kecurigaan dari aparat yang berwenang kepada 

pelakunya, serta melakukan reinvestasi hasil kejahatan untuk 

mengembangkan aksi kejahatan selanjutnya atau mencampurnya ke dalam 

bisnis yang sah. Mengenai hubungan antara tindak pidana korupsi dengan 

tindak pidana pencucian uang dapat dilihat pada Pasal 2 Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 

Pidan Pencucian Uang, yaitu korupsi merupakan predicate crime atau 

kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang. Penetapan korupsi 

sebagai predicate crime nomor satu (huruf a) Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2010 merupakan manifestasi dari pikiran penyusun undang-undang 

 
6Ibid 
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yang memandang bahwa korupsi merupakan persoalan yang paling 

mendesak mendapat prioritas penanganannya.7 

Para pelaku tindak pidana pencucian uang (TPPU) biasanya 

melakukan tiga tahapan kegiatan pokok yaitu placement, layering, 

integration, yang bertujuan untuk menciptakan disassociation (memutus 

atau menjatuhkan) tiga elemen penting mata rantai kejahatan, yaitu uang 

atau hasil kejahatan, perbuatan pidana, dan pelakunya. Sebaliknya 

mekanisme anti pencucian uang dikembangkan untuk menciptakan 

“association” (mendekatkan atau mengkaitkan) antara uang atau harta 

kekayaan dengan kejahatan yang menghasilkannya yang pada akhirnya 

akan mengarahkan dan menuntun aparat penegak hukum kepada pelaku 

tindak pidana.Penegakan hukum tindak pidana korupsi dan tindak pidana 

pencucian uang dalam penerapannya terdapat kecenderungan bagi 

penyidik lebih mengutamakan pembuktian adanya tindak pidana asal 

(korupsi) terlebih dahulu, dari pada mengusut tindak pidana pencucian 

uang tanpa adanya dugaan awal terjadinya perkara korupsi, bahkan 

penyidik cenderung hanya menetapkan tindak pidana korupsi tanpa 

mengusut atau juga menetapkan tindak pidana pencucian uang, yang 

seharusnya setiap ada tindak pidana asal “predicate crime” selalu ada 

tindak pidana ikutan “underlying crime” yaitu Tindak Pidana Pencucian 

 
7 N. H. T. Siahaan, 2002. Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan, Jakarta, Pustaka 

Sinar Harapan, hlm.9 
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Uang, karena hasil dari sesuatu tindak pidana korupsi selalu disimpan 

dan/atau dipergunakan menjadi seolah-olah sebagai harta yang sah.8 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk 

menulis skripsi dan memilih judul : PENEGAKAN HUKUM PIDANA 

DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA 

PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI HASIL TINDAK 

PIDANA KORUPSI 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah faktor penghambat dalam proses penegakan hukum pidana 

dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang 

berasal dari hasil Tindak Pidana Korupsi? 

2. Bagaimana solusi dalam penegakan hukum pidana dalam upaya 

pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari 

hasil Tindak Pidana Korupsi ? 

 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan padasolusi 

penegakan hukum pidana dalam upaya pemberantasan tindak pidana 

pencucian uang yang berasal dari hasil tindak pidana korupsidan hambatan 

 
8Ibid 
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penegakan hukum pidana dalam upaya pemberantasan tindak pidana 

pencucian uang yang berasal dari hasil tindak pidana korupsitanpa 

menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya 

dengan permasalahan tersebut. 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor penghambat 

dalam penegakan hukum pidana dalam upaya pemberantasan 

tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil tindak 

pidana korupsi. 

2. Untuk mengetahui dan menjelaskansolusi penegakan hukum 

pidana dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian 

uang yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi. 

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan 

informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya dibidang ilmu hukum tentang 

kebijakan pidana, sekaligus merupakan sumbangan pikiran yang 

dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater. 

D. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai 

satu kebulatan yang utuh sehingga terbentuk suatu wawasan untuk 

dijadikan landasan, acuan dan pedoman dalam penelitian atau penulisan. 
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Sumber konsep adalah Undang-Undang, buku/karya tulis, laporan 

penelitian, ensiklopedia, kamus, dan fakta/peristiwa.9 

Adapun kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Tindak Pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah 

dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh 

seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atau 

tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan 

sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.10 

2. Penegakan Hukum adalah sebagai suatu proses, pada 

hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut 

membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah 

hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.11 

3. Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara 

atau perusahaan dan sebagainya), untuk keuntungan pribadi 

atau oarang lain.12 

4. Pencucian Uang adalah  perbuatan menempatkan, mentransfer, 

membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, 

menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negri, 

 
9 Abdulkadir Muhammad, 2004,  Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, PT Citra 

Aditya Bakti, hlm.78 
10 Tongat, 2008, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, 

Malang, Universitas Muhammadiyah Malang,  hlm.105 
11 Soerjono soekanto, 2002, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 

Jakarta,Rajawali, hlm.5 
12 Zahri Saipuddin, 2016, Problema Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, Palembang, 

Tunas Gemilang Press, hlm.65 
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menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang 

diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana 

dengan maksud menyembunyikan, atau menyamarkan asal 

usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta 

kekayaan yang sah.13 

 

E. Metode Penelitian 

1. Sifat dan Materi Penelitian 

Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk 

mengetahuifaktor penghambat penegakan hukum pidana dalam 

upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berasal 

dari hasil tindak pidana korupsi, dan solusi untuk penegakan 

hukum pidana dalam upaya pemberantasan tindak pidana 

pencucian uang yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi, maka 

jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat 

deskriptif, oleh karenanya tidak bermaksud untuk menguji 

hipotesa. 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian menggunakan data 

skunderdititikberatkan kepada penelitian kepustakaan (library 

research) dengan cara mengkaji : 

 
13 Rodliyah, 2017,  Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya, Depok, 

Rajagrafindo Persada, hlm.292 
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a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat 

mengkaji seperti Undang-Undang, Peraturan 

Pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang 

berlaku. 

b) Bahan hukum skunder, yaitu bahan hukum seperti teori, 

hipotesa, pendapat para ahli maupun penelitian 

terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam 

skripsi ini. 

c) Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang 

menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum 

skunder seperti kamus bahasa, ensiklopedi, dan lain 

sebagainya. 

3. Alat Pengumpulan Data 

Berdasarkan sumber data menggunakan data sekunder, 

maka alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui 

studi dokumen atau melalui penelusuran literatur. 

4. Analisis Data 

Analisis data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan 

untuk mengkaji aspek-aspek empiris atau yuridis melalui metode 

yang bersifat deskriptif analisis yaitu menguraikan gambaran dari 

data yang diperoleh dan menghubungkannya satu dengan yang lain 

untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum. 
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F. Sistematika Penulisan 

Sesuai dengan buku pedoman skripsi Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan 

tersusun 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I. Pendahuluan dalam bab ini akan diurakan mengenai latar belakang, 

rumusan masalah, ruang linkup dan tujuan, kerangka konseptual, 

metode penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II. Tinjauan Pustaka, disini akan dijelaskan mengenai tinjauan pustaka 

yang meliputi, pembahasan mengenai pengertian pidana dan tindak 

pidana, pengertian tindak pidana pencucian uang, pengertian tindak 

pidana korupsi, dan faktor penghambat penegakan hukum pidana 

pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi. 

BAB III. Pembahasan, dalam bab ini akan berisikan paparan tentang hasil 

penelitian secara khusus dan menguraika dan menganalisa 

permasalahan yang diteliti mengenai penegakan hukum  pidana 

dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang dari 

hasil tindak pidana koupsi. 

BAB IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan 

skripsi ini diformat dalam kesimpulan dan saran. 
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